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Surat K eterangan BirlartpriddiasbkkestiabakiAlaka fespyie) #afAbajak
Barang Kena Paj ak-khiaahdanifstau Penyerahan Jasa K ena Pajak
Tertentu

No. SK : KEP-67/K P.3402/2022

Per syar atan

1. 1. Surat permohonan;
2. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN

A W

4, Surat pernyataan dari Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI yang menyatakan bahwa
Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diperoleh adalah komponen atau bahan yang akan
digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau TNI
atau POLRI (dalam hal permohonan SKB impor/penyerahan komponen atau bahan yang diajukan oleh
PT PINDAD (PERSERO);

5. 5. Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (dalam hal impor/penyerahan vaksin polio);

6. 6. Surat pengesahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk buku-buku
yang perlu disahkan sebagai buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020);

7. 7. Dalam hal impor dilengkapi dengan : a. Invoice; b. Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill; c. Dokumen
Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; d. Penjelasan secara
terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor; e. Dokumen pembayaran
berupa Letter of Credit atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran

tersebut.

8. 8. Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan fotokopi kontrak pembelian atau surat

perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

9. 9. Dalam hal impor dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI atau
POLRI maka surat pemohonan selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana tersebut di atas juga
dilampiri dengan surat penunjukan dari Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI atau dokumen

yang dipersamakan seperti Kontrak atau Surat Perintah Kerja.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 04 Feb 2025 pukul 10:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Layanan ini diberikanRérsdde vadjje RdiakaldPagjate Keguka o perRiabiohidaisitit@e idipabaskdta pki

pengenaan PPN atas WQ%W@%WWFP&WQ Barang Kena Pajak Tertentu. 1. Barang Kena Pajak
Tertentu adalah: a. komponen atau bahan yang belum dibuat dalam negeri yang digunakan dalam

pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional
Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); b. vaksin polio dalam rangka
pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); c. buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku
pelajaran agama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020); d. peralatan berikut suku cadangnya yang
digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional; e. rumah
sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan
pelajar serta perumahan Lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; f. Alat angkutan tertentu yang
akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan
Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan
Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat

Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.

. 2.])asa Kena Pajak Tertentu adalah: a. jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan

bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama
mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. dan pembangunan
tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah; b. jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah
sederhana dan rumah sangat sederhana; c. jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI
yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik
Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional; d. jasa persewaan pesawat udara yang

dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

Pihak yang mengajukan permohonan: 1. Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI (untuk impor) yang melakukan
impor/menerima penyerahan senjata, amunisi, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja,
kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya, selain yang
mendapatkan fasilitas SKTD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.03/2015; 2. PT (PERSERO) PINDAD yang melakukan impor/menerima penyerahan BKP
Tertentu berupa komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam
pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau TNI atau POLRI; 3.
Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP Tertentu berupa vaksin

pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 04 Feb 2025 pukul 10:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 4. Orang atau badan yang

melakukan impor atau menerima penyerahan BKP Tertentu berupa buku pelajaran umum, kitab suci,
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5 Hari kerja Pratama Tanjung Pinang

Kdalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja

lainnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 04 Feb 2025 pukul 10:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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